74
            Materi Pelatihan Oktober  2012
                                                              
                                                         PPh Pasal 22,23,24, dan 25
73
Materi Pelatihan Perpajakan Oktober  2012
Pasal 22, 23, 24 dan Pasal 25



PPH  PASAL 22, 23, 24, DAN PASAL  25
A. PPh Pasal 22

1. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah , instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. PPh Pasal 22 dikenakan terhadap pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah atau kegiatan import atau kegiatan di bidang usaha tertentu.

Dalam Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 ada tiga hal yang menjadi focus pe​mungutan pajak, yaitu 

a.  Bendaharawan Pemerintahan Pusat  atau daerah, instansi atau lembaga peme​rintahan dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan pembayar​an atas penyerahan barang biasa disebut sebagai PPh Pasal  22 Bendaharawan

b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan dibidanng import  biasa disebut PPh Pasal 22 atas Import

c. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang tertentu, yaitu  industri semen, industri rokok kre​tek atau putih, industri kertas, industri baja, industroi otomotif, penjualan hasil produksi pertamina, penyaluran oleh bulog.

2. Subjek PPh PASAL 22

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah siapa saja yang wajib menghitung, memungut, dan menyetor PPh Pasal 22 ke kas negara. Mereka adalah:

b. Importir

c. Rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungut PPh Pasal 22

d. Konsumen semen, rokok, kertas, baju dan otomotif

e. Distributor dan agen pertamina serta badan usaha selain pertamina yang ber​gerak dibidang BBM jenis premix dan gas

f. Industri dan eksportir dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan per​ika​nan.

3. Objek PPh PASAL 22
        Selain subjek pajak,  hal terpenting untuk memahami PPh adalah mengiden​tifi​ka​si objek-objek PPh. Pada dasarnya, objek PPh dibagi pada tiga golong​an dikenakan tarif umum, dikenakan tarif flat atau final, dan bukan objek. Lebih kom​plit, berikut daftar posting tentang objek PPh :

a. Unsur-unsur objek PPh
b. Penggolongan Objek PPh :

a) imbalan pekerjaan,
b) hasil usaha atau kegiatan,
c) imbalan modal dan
d) penghasilan lain-lain
Pada akhir tahun, semua penghasilan harus "digunggungkan" atau dikum​pul​kan atau dijumlah. Penghasilan yang digunggungkan bukan hanya atas penghasilan di DN, tetapi peng​hasilan yang diperoleh dari Luar Negeri. Setelah diketahui jumlah bruto dalam satu tahun, maka penghasilan tersebut kemudian dikurangi dengan biaya [atau pengurang penghasilan bruto]. 

Maka diketahui penghasilan neto. Penghasilan final atau PPh tarif flat. Ber​​beda dengan penghasilan sebelumnya, penghasilan final tidak perlu digunggungkan! Karena tarifnya flat dan berbeda-beda untuk masing-masing jenis penghasilan maka perhitungan PPh terutang juga masing-masing. PPh final tetap dilaporkan di SPT PPh Tahunan. Mohon dicatat, istilah final harus dilihat dari sisi penerima penghasilan. Jangan dilihat dari sisi pemberi penghasilan atau pemotong/pemungut. Beberapa jenis penghasilan yang pernah diposting antar lain, adalah sebagai berikut.
a. Obligasi Ritel Indonesia
b. Sewa tanah
c. Surat Perbendaharaan Negara
d. Tarif Jasa Konstruksi
e. Cash Basis Jasa Konstruksi
f. Penerapan Tarif Jasa Konstruksi
g. Penjualan tanah
h.  Pesangon
i. Manfaat Pensiun
j. Dividen WPOP
k. Bunga simpanan koperasi bukan objek PPh
Inilah penggolongan terakhir tentang penghasilan. Golongan pertama adalah objek PPh dengan tarif umum dan harus digunggungkan ini istilah yang dipakai di PPh. Secara umum hal ini diatur di Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Golongan kedua adalah penghasilan final, diatur di Pasal 4 ayat (2) UU PPh.  Dan golongan ketiga adalah bukan objek PPh yang diatur di Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Berikut adalah jenis peng​hasilan yang bukan objek PPh yang pernah diposting: Hibah, Bantuan, Sumbangan
a. Beasiswa
b. Santunan BPJS
c. Zakat dan sumbangan keagamaan
d. Penghasilan dana pensiun
Penghasilan final dan bukan objek pajak, pada akhir tahun harus dipisahkan. Untuk memudahkan identifikasi jenis-jenis penghasilan mana saja yang termasuk final dan bukan objek, media SPT PPh Tahunan sebenarnya sudah mengakomodasi. Untuk SPT Tahunan PPh OP bisa dilihat di Form 1770 - III. Sedangkan SPT Tahunan PPh Badan bisa dilihat di Form 1771 - IV.
4. Pengurang Penghasilan Bruto
            Untuk mencari penghasilan neto, maka penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan erat dengan penghasilan bruto. Lebih umum biaya ini disebut "biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sering disingkat 3 M. Ada keterkaitan langsung antara biaya dengan penghasilan yang di​gung​gungkan. Prinsipnya, biaya yang diluar 3 M dan natura tidak boleh dibiaya​kan. Berkaitan dengan biaya, berikut ini posting terdahulu :
a. Biaya tapi bukan biaya
b. Penyusutan, amortisasi dan alokasi biaya
c. Piutang tak tertagih
d. Kegiatan usaha berbasis syariah
e. Penghapusan Piutang
f. Biaya Promosi
g. Zakat
5.  Macam-macam objek pajak lainnya

a. Impor barang. 

b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. 

c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja negara dan atau belanja daerah. 

d. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan industri otomotif. 

e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM premix dan gas. 

f. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian serta perikanan dari pedagang pengumpul. 
6. Pemungutan PPh PASAL 22

Tata cara Pajak Penghasilan Pasal 22 didasarkan atas suatu pemungutan , dalam arti setiap terjadi transaksi maka Wajib Pajak akan di pungut PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga tinggi lainnya. Selanjutnya pemungutan PPh Pasal 22 ini akan diserahkan pada kas Negara. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh :

a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;

d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dana​nya bersumber dari APBN maupun non-APBN;

e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, per​tanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang peng​um​pul.



Objek pemungutan PPh pasal 22 Bendaharawan adalah penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD, wajib pajak yang termasuk sebagai Wajib pajak PPh pasal 22 dapat berupa badan usaha maupun perseorangan yang pada prinsipnya merupakan rekanan pemerintah yang menerima pembayaran untuk penyerahan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Pemungutan PPh Pasal Bendaharawan terjadi saat pembayarab oleh bendaha​rawan pemerintah. Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerinta Pusat atau Daerah, BUMN atau BUMD harus memungut atau menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos dan Giro atau Bank-bank persepsi pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh atas nama rekanan  (badan usaha yang menyerahkan barang) serta tandatangani oleh Bendaharawn. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya empat belas hari setelah masa pajak berakhir.

Besarnya pemungutan PPH Pasal 22 Bendaharawan adalah 1,5% dari harga penjualan. Harga penjualan yang dimaksud adalah harga jual kepada bendaharawan pemerintah. Apabila harga jual di dalamnya termasuk PPN dan atau PPNBM  maka PPN dan atau PPnBM  ini harus dikeluarkan terlebih dahulu dari perhitungan PPh Pasal 22 Bendaharawan. Hal yang dimaksudkan untu menghindari pemungutan pajak terhadap paak tertentu (Pajak berganda).

Misalnya, PT Ady-Yuni melakukan penjualan kendaraan kepada Pemda Salatiga dengan nilai transaksi sebesar  Rp 130.000.000,00 dan dibayar melalui bendaharawan dinas.

a. Jika nilai transaksi sebesar Rp130.000.000,00 tidak termasuk PPN dan PPn BM, maka pasal 22  bendaharawan adalah Rp1.950.000,00 (1,5% x Rp130.000.000,00)

Atas pemungutannta PPh Pasal 22 Bendaharawan ini, PT Ady-Yuni hanya menerima kas sebesar Rp128.050.000,00 (Rp130.000.000,00 - Rp1.950.000,00). Pemungutan PPh Pasal 22 ini selanjutnya oleh Pemda Salatiga diserahkan ke kas Negara.

b. Jika nilai transaksi sebesar Rp130.000.000,00 termasuk PPN sebesar 10% dan PPn BM sebesar 20% maka harus dihitung nilai jual di luar PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (100/130 x Rp130.000.000,00)

Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (1,5% x Rp100.000.000,00). Objek pemungutan PPh PPh Pasal 22 Import adalah peng​hasilan netto dari pemasukan barang ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh importir, importir di bagi menjadi dua yaitu:

a. Import yang memiliki angka pengenal import (API)

b. Import yang tidak memiliki angka pengenal import (Non-API)

Perbedaan Importir berdasarkan API ini akan mempengaruhi tarif yang digunakan untuk pemungutan PPh Pasal 22 Import. Untuk import yang memiliki API akan dikenakan Tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5 % sedangka yang tidak memiliki API akan di pungut PPh Pasal 22 sebesar 7,5%. Angka pengenal import adalah nomor identitas seorang importir yang dikeluar​kan oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Dasar perhitungan PPh Pasal 22 adalah penghasilan netto dari pemasukan barang atau biasa disebut sebagai nilai impor. Sebelum mempelajari tentang nilai impor perlu dipahami istilah-istilah berikut di bawah ini.
a. Free On Board (FOB) yaitu harga perolehan barang berdasarkan nilai mata uang pengekspor.

b. Cost (C) adalah harga perolehan harga barang yang telah disesuaikan dengan mata uang Negara pengimport. Dihitung dari besarnya harga perolehan dikalikan Kurs yang berlaku.

c. Freight (F) atau biaya tambang merupakan biaya pengiriman yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Dihitung dari presentase tertentu dikalikan dengan cost.

d. Insurance (I) yaitu nilai asuransi barang yang import yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Asuransi akan diperhitungkan sebagai nilai impor jika asuransi dibayar diluar negeri sedangkan jika asuransi di bayar di dalam negeri asuransi tidak akan diperhitungkan dalam nilai import. Besarnya Insurance dihitung dari presentase tertentu dikalikan Cost + Freight

e. Bea masuk dan bea masuk tambahan dihitung dari presentase tertentu dikalikan Cost + Insurance + Freight (CIF) atau Cost + Freight

Berdasarkan ketentuan ini yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendaharawan pemerintah dan badan-badan tertentu misalnya.

7. Bendaharawan pemerintah 

Termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara​wan pemerintah adalah 1,5% dari pembelian.
Baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor, atau kegiatan usaha di bidang lain. Tarif pemungutan PPh Pasal 22 yang berkenaan dengan kegiatan impor ada dua, yaitu : 2,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang memiliki Angka Pengenal Impor (API). Dan, 7,5% dari harga impor untuk impor yang dilakukan importer yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (Non API). Selain itu,tariff 7,5% dari harga lelang juga dipungut PPh Pasal 22 untuk impor yang telantar atau tidak dikuasai.Sedangkan badan-badan yang memi​liki kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan memungut PPh Pasal 22 adalah:
Industri Semen, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25% dari penjualan
a. Industri Rokok, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,15% dari harga banderol [final]

b. Industri Kertas, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,1% dari penjualan
c. Industri Baja, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari penjualan
d. Industri Otomotif, tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,45% dari penjuala
e. Industri Migas, terdiri dari [final]  

f. BBM jenis Premium, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
g. BBM jenis Solar, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
h. BBM jenis Pertamax / Pertamax plus, untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%;
i. BBM jenis Minyak Tanah, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
j. BBM jenis gas / LPG, untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,3%;
k. Pelumas Pertamina di SPBU Pertamina, tarifnya 0,3%
Maksud pemungutan ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan keseder​hana​an, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Tetapi harus diingat bahwa kesederhanaan pemungutan pajak selalu berlawanan dengan keadilan. Sebagai contoh pengenaan PPh Final untuk industri migas. Objek PPh Pasal 22 usaha tertentu adalah penjualan hasil produksi atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di indusrtri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, indus​tri otomotif, industri perdagangan minyak dan gas, usaha perdagangan gula pasir dan tepung terigu. Adapun bent
B. Bentuk-Bentuk Industri sebagai Objek PPh Pasal 22

1. Indusrtri semen

Tariff PPh Pasal 22 untuk industry semen sebesar 0.25% dari dasar pengenaan pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan untuk industri semen dilakukan pada saat terjadinya penjualan semen atau  penyerahan semen.

2. Industri rokok

Untuk industri rokok kretek/putih, tarif PPh Pasal 22 adalah sebesar 0,1% dari harga bandrol dan bersifat final. Final yang dimaksud adalah bahwa PPh Pasal 22 tidak bisa dikreditkan dalam surat pemberitahuan Pajak Penghasilan yang ter​hu​tang. Pemungutan dilakukan pada saat terjadi penjualan dan dipungut oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

3. Industri kertas

Tarif industry kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Pemungutan dilakukan pada saat terjadinya penjualan dan dipungut oleh badan badan usaha yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

4. Industri baja

tarif pemungutan PPh pasal 22 untuk industri baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Pajak akan dipungut atas penjualan hasil produksi antara hilir, untuk industri baja. Jika badan usaha yang bersangkutan akan ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22.

5. Industri Otomotif 

Tarif PPh Pasal 22 untuk industri otomotif sebesar 0.45% dari DPP PPN. Pemungutan dilakukan pada saat terjadi Penjualan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua maupun lebih yang terjadidi dalam negeri.

6. Pertamina dan minyak

Atas penjualan hasil produksi Pertamina dan Badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas kepada penyalur dan atau agennya dipungut PPh pasal 22 Sebesar yang tercantum dalam Tabel 5.1di Bawah ini.

7. Penyerahan oleh Bulog

Tarif PPh pasal 22 atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Bulog berupa:

a. Gula pasir kepada penyalur, maka akan dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 380,-/kuintal, jika kepada grosir maka akan dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp. 270,-/ kuintal. Untuk penjualan kepada pembeli lainnya dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp.650.-/kuintal.
b. Tepung terigu kepada penyalur, maka akan dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp.53,-/zak, jika kepada grosir maka akan dipungut PPh Pasal 22 Rp.38,-/zak. Untuk Penjualan kepada Pembeli lainnya dipungut Pasal PPh 22 sebesar Rp. 91,-/zak.
Bulog (Badan Urusan Logistik) akan memungut PPh Pasal 22 terhadap setiap penyerahan gula dan atau tepung terigu kepada penyalur atau grosir Bulog, PPh pasal 22 ini bersifat tidak final.

8. Pengecualian PPh PASAL 22

Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian tersebut, harus di​nya​takan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direk​tur Jenderal Pajak. Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk : 

a. yang dilakukan ke dalam Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE); 

b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973:

· berupa kiriman hadiah; 

· untuk tujuan keilmuan. 

Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara/​daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 500.000,00 (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah). Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Adapun macam-macam penge​cualian sebagai berikut :

a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.
b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertam​bahan Nilai

a) barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik,

b) barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pem​berian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia,

c) barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudaya​an atau untuk kepentingan penanggulangan bencana,

d) barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum,
C. Barang yang Tergolong Wewah

a. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);

b. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10.000.​000.​000,00 (sepuluh milyar rupiah);

c. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);

d. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau peng​alihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratur meter persegi)

e. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle  (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.​000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
1.   Terutang dan pelunasan/ pemungutan PPh Pasal 22
a. PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pem​bayaran Bea Masuk.Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebas​kan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD). 

b. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN/D, yang dibayar dari belanja negara dan/atau belanja daerah, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran. 

c. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dipungut pada saat penjualan. 

d. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus; 

e. PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi sendiri oleh penyalur, grosir,sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus. 

2. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelapon PPh Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 sesuai dengan pembagiannya dijelaskan sebagai berikut :

a. PPh Pasal 22 Bendaharawan 

Atas penjualan yang dananya diperoleh dari APBN atau APBD maka ben​dara​hawan pemerintah akan memungut PPh Pasal 22 dari penjual, PPh Pasal ini akan disetorkan ke  kas negara oleh bendaharawan pemerintah dengan meng​gunakan SSP.

b. PPh Pasal 22 Usaha Tertentu

Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok,kertas, baja dan otomotif  yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak harus memungut PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Badan usaha tersebut harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh pasal 22 selam​bat-lambatnya tanggal lima belas bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan menysmpaikan SPT masa selambat-lambatnya dua puluh hari setelah masa pjak berakhir.
c. PPh  Pasal 22 Impor

Impor dilengkapi dengan LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan) PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Jika impor tidak dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 maka dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau Bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

a. Impor dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak; 

b. Impor tidak dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu : 

· Lembar pertama untuk pembeli; 

· Lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan; 

· Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.  Direk​torat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungut​an pajak dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. 

Berikut ini tabel tariff PPh 22 sesuai dengan PMK-154 dan PMK-253

	No
	Jenis Kegiatan
	Tariff bagi WP ber-NPWP
	          Sifat

	1
	Impor
	
	

	
	a) atas impor kedelai, 

    gandum dan 

    tepung terigu
	2,5% dari nilai Impor (CIF+Bea Masuk dan Pungutan lain sesuai UU Pabean)
	Tidak final

	
	b) importir-API untuk  

    impor kedelai, gandum    

   dan tepung terigu
	0,5% dari nilai Impor
	

	
	c) Importir - non API
	7,5% dari nilai Impor
	

	
	d)   yang tidak dikuasai

     (Barang Impor yang   

     dilelang DJBC
	7,5% dari harga jual lelang
	

	2
	Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran
	1,5% dari harga pembelian
	Tidak final

	3
	Penjualan BBM, Gas dan pelumas oleh Produsen atau importir BBM,Gas & Pelumas :

	
	·  BBM kepada SPBU Pertamina
	0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN
	Penyerahan 

Kepada agen 

Penyalur ber​sifat final

	
	· BBM kepada SPBU non Pertamina dan non SPBU
	0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
	

	
	· Bahan Bakar Gas
	0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN
	

	
	· Pelumas
	
	

	4
	Penjualan barang produksi :

	
	· Industri Kertas
	0,10% dari DPP PPN
	Tidak Final

	
	· Industri Semen
	0,25% dari DPP PPN
	

	
	· Industri Otomotif
	0,45% dari DPP PPN
	

	
	· Industri Baja
	0,30% dari DPP PPN
	

	5
	Pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul
	PPN
	Tidak final

	6
	Penjualan barang yang tergolong sangat mewah
	% dari harga jual tidak termasuk PPN
	Tidak final


Berikut daftar pengelompokan pengenaan PPh Pasal 22

	No
	Penghasilan
	Tarif
	DPP
	Ketentuan yang berlaku

	1
	Badan Usaha Industri/-Eskpor

	
	a. semen
	0,25
	DPP PPN
	KEP-401/PJ./2001

KEP-69/PJ./1995

KEP-01/PJ./1996

KEP-32/PJ./1995  jo. KEP- 65/PJ./1995 jo SE- 01/PJ.43/2004

	
	b. kertas
	0,1
	DPP PPN
	

	
	c. baja
	0,3
	DPP PPN
	

	
	d. otomotis
	0,45
	DPP PPN
	

	
	Rokok
	0,1
	
	210/PMK.03/2008 Jo PER- 52/PJ/2008 jo SE- 7/PJ.03/2008

	2
	Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah
	
	Harga jual tidak ter​ma​suk PPN dan PPnBM
	253/PMK.03/2008 jo SE- 13/PJ/2009

	3
	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk
	1,5
	Nilai Pembelian
	PMK No. 08/PMK.03/2008

	4
	Nilai Impor Bank Devisa​Ditjen Bea dan Cukai
	
	
	PMK No. 08/PMK.03/2008

	
	a.  API
	2.5
	N. Impor
	s.d.a

	
	b.  Impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir dengan API
	0.5
	N.Impor
	s.d.a

	
	b.  Non API
	7.5
	N.Impor
	s.d.a

	5
	Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)
	7.5
	Harga jual lelang
	s.d.a

	6
	Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina

	
	a.  SPBU/Agen/Penyalur Swasta (Final)

	
	     Premium
	0.3
	Harga jual
	KEP-417/PJ./2001

	
	    Solar
	0.3
	Harga jual
	s.d.a

	
	     Premix/Super TT
	0.3
	Harga jual
	s.d.a

	
	b. SPBU Pertamina
	
	
	

	
	    Premium
	0.25
	Harga jual
	s.d.a

	
	    Solar
	0.25
	Harga jual
	s.d.a

	
	    Premix/Super TT
	0.25
	Harga jual
	s.d.a

	
	    Minyak Tanah
	0.3
	Harga jual
	s.d.a

	
	    Gas LPG
	0.3
	Harga jual
	s.d.a

	
	    Pelumas
	0.3
	Harga jual
	s.d.a

	7
	Industri/Eksportir bidang kehu​tanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian ke pengepul
	0.25
	Harga pembelian 

tidak termasuk PPN
	PER-23/PJ./2009


	Keterangan

	8
	Kecuali Instansi Pemerintah, Corps Diplomatik, bukan Subjek pajak; penge​na​an tarif dari DPP untuk penghitungan PPN

	9
	Industri rokok sejak 1 januari 2009 bukan lagi pemungut PPh Psl 22 atas penjualan rokok di dalam negeri oleh karena itu distributor rokok PPh dike​nakan berdasarkan PPh Pasal 17 dan tidak final.

	10
	Pemotongan  dari harga pembelian dilakukan oleh

	
	1
	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang

	
	2
	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang

	
	3
	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka

	
	4
	Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;

	11
	Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan per​undang-undangan pabean di bidang impor

	12
	Dikenakan pada tahap industri hulu namun apabila industri bersifat ter-integrasi yaitu juga menghasilan produk antara dan produk hilir maka pengenaan Ph Pasal 22 atas penjualan semua produk tersebut

	13
	Macam barang sangat mewah

	
	1
	pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.​000,00 (dua puluh milyar rupiah

	
	2
	kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000​.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

	
	3
	rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangu​nan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi)

	
	4
	apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi

	
	5
	kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 c


D. PPh Pasal 23
1. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

	1.
	Badan pemerintah;

	2.
	Subjek pajak badan dalam negeri;

	3.
	Penyelenggara kegiatan;

	4.
	Bentuk Usaha Tetap;

	5.
	Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

	6.
	Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

	
	a.
	akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau

	
	b.
	orang pribadi yagn menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran beruapa sewa.


2. Definisi

Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari:
·  Penyerahan jasa 
·  Penggunaan modal
3. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan:
1. Terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran 
2. Disetor paling lambat tgl 10 setelah Masa Pajak dilakukan pemotongan  ber​akhir 
3. Pelaporan ke KPP paling lambat tgl 20 setelah Masa Pajak berakhir 
4. Pihak pemotong wajib memberi tanda bukti pemotongan kepada Orang Pri​badi atau Badan yang terbebani 
	4.Tarif dan Objek PPh Pasal 23

	  1.
	Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

	
	a.
	dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh;

	
	b.
	bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f";

	
	c.
	royalti;

	
	d.
	hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh. Hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya. Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong  Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

	2.
	Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

	3.
	Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

	
	a.
	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;

	
	b.
	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf "c" Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

	5. Jenis Jasa Lain Dan Perkiraan Penghasilan Neto Atas Jasa Teknik, Jasa   

    Manajemen, Dan Jasa Lain

	  No.
	Perkiraan Penghasilan Neto
	Jenis Jasa

	1.
	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	Jasa profesi, termasuk jasa konsultan hukum dan jasa konsultasi pajak

	2.
	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	a.
	Jasa teknik dan jasa manajemen

	
	
	b.
	Jasa perancang/desain :

	
	
	
	1
	Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan;

	
	
	
	2
	Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan;

	
	
	
	3
	Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan;

	
	
	
	4
	Jasa perancang iklan/logo;

	
	
	
	5
	Jasa perancang alat kemasan.

	
	
	c.
	Jasa instalasi/pemasangan :

	
	
	
	1
	Jasa instalasi/pemasangan mesin dan jasa instalasi/pemasangan peralatan;

	
	
	
	2
	Jasa instalasi/pemasangan listrik/telepon/air/gas/TV kabel.

	
	
	d.
	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan :

	
	
	
	1
	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin dan jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan;

	
	
	
	2
	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan;

	
	
	
	3
	Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan  bangunan.

	
	
	e.
	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh Final berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1996.

	
	
	f.
	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga.

	
	
	g.
	Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.

	
	
	h.
	Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.

	
	
	i.
	Jasa akuntansi dan pembukuan.

	
	
	j.
	Jasa pengolahan/pembuangan limbah.

	
	
	k.
	Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.

	
	
	l.
	Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak gas dan bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap.

	
	
	m.
	Jasa penunjang di bidang penambangan migas.

	
	
	n.
	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.

	
	
	o.
	Jasa perantara.

	
	
	p.
	Jasa penilai.

	
	
	q.
	Jasa aktuaris.

	
	
	r.
	Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan/atau mixing film.

	
	
	s.
	Jasa maklon.

	
	
	t.
	Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja.

	
	
	u.
	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.

	3.
	26,67% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	a.
	Jasa perencanaan konstruksi.

	
	
	b.
	Jasa pengawasan konstruksi

	4.
	13,33% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	Jasa pelaksanaan konstruksi

	5.
	10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	a.
	Jasa pembasmian hama

	
	
	b.
	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

	6. Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Sewa (Kecuali Persewaan   

   Tanah/​Bang​unan) Dan Penggunaan Harta

	  No.
	Perkiraan Penghasilan Neto
	Jenis Jasa

	1.
	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan pengunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.

	2.
	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

	 7. Bukan Objek Pajak

	  1.
	penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

	2.
	sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usahaa dengan hak opsi;

	3.
	dividen atau bagian laba yang diterimaa atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat :

	 
	a.
	dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

	 
	b.
	bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

	4.
	bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha:

	5.
	bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

	 
	a.
	merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

	 
	b.
	sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

	6.
	Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

	7.
	bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp. 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.

	 
8. Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan

	  .
	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan;
Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

	2.
	Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

	3.
	Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

	4.
	Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.


9. Daftar Obyek Pemotongan PPh Pasal 23  

	Obyek Pemotongan;
	Tarif x   Jumlah Bruto
	Tarif Ps 23
	Penghasilan Netto
( % x Jumlah Bruto)
	Sifat

	Dividen
	15 % 
	  15 % 
	  
	Tidak final 

	bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang 
	15 % 
	  15 % 
	  
	Tidak final

	Royalti
	15 %
	15 %
	
	Tidak final

	Hadiah dan penghargaan
	15 %
	15 %
	
	Tidak final

	Sewa kendaraan angkutan darat
	  3 %
	15 % 
	20 % 
	Tidak final 

	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali yg telah diatur PP29/1996 yaitu sewa tanah dan bangunan serta sewa kendaraan angkutan darat) 
	6 %
	15 %
	40 %
	Tidak final

	a. Jasa Profesi,
b. Jasa Konsultan, kecuali konsultan konstruksi
c. Jasa Akuntansi dan Pembukuan
d. Jasa Penilai
e. Jasa Aktuaris 
	7,5 %
	15 %
	50 %
	Tidak final


	a.    Jasa tehnik dan jasa manajemen 
	  6 % 
	15 % 
	  40 % 
	  Tidak final 

	· Jasa perancang/desain:
· Jasa perancangan interior dan jasa perancang pertamanan; 
· Jasa perancangan mesin dan jasa perancang peralatan;
· Jasa perancang alat2 transportasi/ kendaraan
· Jasa perancang iklan/logo;
· Jasa perancang alat kemasan 
	6 %
	15 %
	40 %
	Tidak final

	· Jasa instalasi/pemasangan:
· Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel, kecuali dilakukan WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
· Jasa instalasi/pemasangan peralatan 
	6 %
	15 %
	40 %
	Tidak final

	· Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaik​an:
· Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaik​an mesin istrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel;
· Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaik​an peralatan;
· Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaik​an alat-alat transportasi/kendaraan;
·  Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaik​an bangunan, kecuali dilakukan WP yg ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
	6 %
	15 %
	40 %
	Tidak final

	· Jasa pengeboran (jasa drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap; 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	·  Jasa penunjang dibidang penambangan migas. 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan selain migas;  
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	·  Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara; 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 


	· Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing;   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa pengolahan/pembuangan limbah   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa maklon   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa rekruitmen/penyedia tenaga kerja 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa perantara 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga. , kecuali yang dilakukan BEJ,BES,KSEI dan KPEI 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa ustodian/penyimpanan/peniti​pan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak  termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No.29 Tahun 1996   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa pengisian suli suara (dubbing) dan/atau mixing film.   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi, termasuk jasa internet.   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa sehubungan dengan sofware komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.   
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	Jasa pelaksana konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel sepanjang jasa tersebut dilakukan wajib pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; 
	4.95% (5%) 
	15 % 
	13 1/3 % 
	Tidak final 

	a. Jasa Perencana konstruksi
b. Jasa pengawasan konstruksi 
	3,99 %
 (4 %) 
	15 % 
	26 2/3 % 
	Tidak final 

	Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan 
	1,5 % 
	15 % 
	10 % 
	Tidak final 

	Jasa Catering 
	1,5 % 
	15 % 
	10 % 
	Tidak final 

	 Jasa selain tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan kepada APBN atau APBD 
	  1,5 % 
	15 %  
	10 % 
	Tidak final


	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, diatur dalam KMK 605/KMK.04/1994 
	15 % 
	  
	  
	Final 

	  
	  
	  
	  
	  

	Yang dimaksud dengan  Jasa Penunjang dibidang Penambangan Migas adalah : 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	a. a. Jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur;

b.   Jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud2: 

a) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;

b) Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; 

c) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; 

d) Penutupan sumur; 

c. Jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian2 formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa; 

d. Jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktifitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan; 

e. Jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil; 

f.  Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur; 

g.   Jasa uji kandungan lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi; 

h.   Jasa reparasi pompa reda (reda repair); 

i.    Jasa pemasangan instalasi dan perawatan; 

j.   Jasa penggantian peralatan/material; 

k.  Jasa mud logging, yaitu memasukan lumpur ke dalam sumur; 

l.   Jasa mud engineering; 

m. Jasa well logging & perforating; 

n.  Jasa stimulasi dan secondary decovery; 

o.  Jasa well testing & wire line service; 

p.   Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling; 

q.  Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling; 

r.   Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling; 

s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang   pengeboran migas  
	  
	  
	  
	  

	yang dimaksud dengan  Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, adalah : 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	· Jasa pengeboran; 

· Jasa penebasan; 

· Jasa pengupasan dan pengeboran; 

· Jasa penambangan; 

· Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum; 

· Jasa pengolahan bahan galian; 

· Jasa reklamasi tambang; 

· Jasa pelaksanaan mekanikal,elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah; 

· Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.  
	  
	  
	  
	  

	Yang dimaksud dengan  Jasa Penunjang dibidang Penerbangan dan Bandar Udara adalah; 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	A. Bidang Aeronautika, termasuk 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge); 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa Pelayanan Penerbangan 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa Ground Handling 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika 
	  
	  
	  
	  

	B. Bidang Non_Aeronautika, termasuk 
	  
	  
	  
	  

	- Jasa boga 
	  
	  
	  
	  

	Yang dimaksud dengan  Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum adalah; 
	6 % 
	15 % 
	40 % 
	Tidak final 

	a. Jasa komunikasi satelit (VSAT) 
	  
	  
	  
	  

	b. Jasa Interkoneksi 
	  
	  
	  
	  

	c. Sirkit Langgnanan 
	  
	  
	  
	  

	d. Sambungan Data Langsung 
	  
	  
	  
	  

	e. Sambungan Komunikasi Data Paket 
	  
	  
	  
	  

	f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya 
	  
	  
	  
	  


10. Dikenakan PPh Pasal 23 

1. Dikenakan PPh Pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain kendaraan dan tanah dan atau bangunan , yaitu atas jasa pelayanaan (sewa) alat-alat yang terdiri dari: 

·   jasa kran darat, 

·   jasa kran apung,

·   jasa forklift, 

·   jasa head truck, 

·   jasa chasis, 

·   jasa tongkang, 

·   jasa BKMP (Kapal Motor Penggandeng Tipe B), 

·   jasa towing tractor, 

·   jasa timbangan dan  

·   jasa pemadam kebakaran; 

2. Dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa sehubungan dengan jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

11. Tidak Dikenakan PPh Pasal 23 

Sedangkan jasa-jasa di bidang pelayaran dan kepelabuhan yang tidak dicantum​kan dalam Peraturan Dirjen Pajak sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

· Jasa persewaan kapal. Jasa persewaan kapal tidak dikenakan PPh Pasal 23, namun dikenakan PPh Pasal 15 atas Charter Kapal Laut.

· Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh; dan 

· Jasa angkutan umum di air 

· Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga; 

· Jasa pelayanan terminal yang terdiri dari stevedoring, cargodoring, receiving, delivery dan overbrengen; 

· Jasa pelayanan peti kemas yang terdiri dari jasa bongkar muat, jasa gerakan kontainer, jasa penumpukan dan jasa mekanis; 

· Jasa pelayanan rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan dan telepon extension;  

E. PPh Pasal 24

1. Perlakuan Kredit Pajak terhadap Penghasilan Luar Negeri
(Vibizmanagement-Tax) Pengertian kredit pajak adalah memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. Sebagaimana telah diketahui, bahwa wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak pada saat penghasilan diperoleh atau diterima dan bersifat tidak final (dapat sebagai kredit pajak), terkait dengan PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 23.

Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Demikian pula untuk pajak penghasilan yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Pajak penghasilan yang telah dipungut di luar negeri dapat dikurangkan dengan pajak penghasilan yang terhutang di Indonesia, bila telah ada perjanjian kerjasama timbal balik (tax treaty) di bidang perpajakan antara Indonesia dengan Negara lain. Bila belum ada perjanjian pajak, maka wajib pajak tidak dapat mela​kukan kredit pajak. Perhitungan besarnya pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan yang telah dipungut di luar negeri diatur dalam pasal 24.

2. Perlakuan Dalam Praktek
• Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
• Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri terutang pajak penghasilan atas seluruh penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Ketentuan Pasal 24 UU PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh panghasilan Wajib Pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation.

3. Penggabungan Penghasilan
Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut:

a. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut (accrual basis).

b. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cash basis).

c. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan .

Contoh 1 
PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan netto dari sumber luar negeri dalam tahun 2002 sebagai berikut :

1. Hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2002 sebesar Rp 700.000.000,00.

2. Di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di “ABC Corp.” sebesar Rp 1.000.000.000,00 yaitu berasal dari keuntungan tahun 1999 yang ditetapkan RUPS tahun 1999, dan baru dibayarkan tahun 2002.

3. Di negara Inggris, memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 75% di “DEF Corp.” sebesar Rp 2.000.000.000,00. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2001 yang berdasarkan Keputusan  Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2002.

4. Penghasilan berupa bunga semester II tahun 2002 sebesar Rp 500.000.000,00. dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2003. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2002 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sedangkan penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri  dari dalam negeri dalam tahun pajak 2003.
4. Batas Maksimum Kredit Pajak
Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur/perhitungan berikut ini:

a. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.

b. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) x PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17.

c. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari pada penghasilan luar negeri). 

Contoh 2 

PT ABC di Kalimantan Timur memperoleh penghasilan dalam tahun 2010 se​bagai berikut :

1. Di negara Malaysia memperoleh penghasilan (laba)=Rp1.000.​000.000,- tarif pajak yang berlaku di Malaysia = 40 %. Sehingga pajak yang di pungut di Malaysia =  40 % x Rp1.000.000.000,- = Rp 400.000.000,00

2. Di Singapura memperoleh penghasilan (laba) = Rp3.000.000.000,- dan tarif pajak yang berlaku di Singapura = 25 %. Sehingga besarnya pajak yang dipungut/​dipotong  di Singapura  sebesar 25 % x Rp3.000.000.000,00 =  Rp750.000.000,00

3. Di negara Australia menderita kerugian Rp2.500.000.000,00

4. Penghasilan yang diterima di dalam negeri = Rp4.000.000.000,00

Pertanyaan :

1.
Berapa PPh terutang (menurut PPh tarif Pasal 17).

2.
Berapa batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara tersebut di atas.

3.
Berapa jumlah kredit pajak yang diperkenankan di Indonesia untuk ke-2 negara tersebut di atas.

4.
Berapa PPh Pasal 29 yang harus dibayar oleh PT ABC.

Jawab :

1.
Penghasilan di luar negeri adalah sebagai berikut :


a.
Malaysia  ...................................... 
Rp1.000.000.000,-


b.
Singapura ..................................... 
Rp3.000.000.000,-


c.
Australia  ......................................
Rp.           -               



Jumlah penghasilan luar negeri     
Rp4.000.000.000,00

2.
Penghasilan dalam negeri .................   
Rp4.000.000.000,00 (+)

Jumlah Penghasilan Netto .............
Rp8.000.000.000,00

ad.1.
PPh terutang (menurut PPh tarif Pasal 17.b) dapat dihitung sebagai berikut: 


25 % x Rp8.000.000.000,00
   
= Rp2.000.000.000,00


Jumlah PPh terutang
   
            = Rp2.000.000.000,00

(menurut PPh pasal 17)

ad.2.
Batas maksimum luar negeri untuk masing-masing negara adalah sebagai berikut 







 

 1.000.000.000,-


a.
Untuk negara Malaysia                            Rp8.000.000.000,-    








 
         =  Rp250.000.000,00
Pajak yang terutang di negara Malaysia = Rp400.000.000,- namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan/diperkenankan di Indonesia hanya = Rp250.000.000,00







 
 
Rp3.000.000.000,-


b.Untuk negara Singapura   




       x Rp2.000.000.000,-




 
 
Rp 8.000.000.000,-




             =  Rp750.000.000,00
Pajak yang terutang di negara Malaysia = Rp750.000.000,00 namun maksimum kre​dit pajak yang dapat dikreditkan/diperkenankan di Indonesia hanya= Rp 750.000.000,00

ad.3.Jumlah kredit pajak untuk kedua negara yang dapat di kreditkan/diper​hitung​kan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Maksimal kredit untuk negara Malaysia =Rp250.000.000,00

b. Jumlah Kredit Pajak yang diperkenankan untuk kedua negera tersebut

    adalah sebesar  =   Rp1.000.000.000,00
ad.4.
Jumlah PPh Pasal 29 yang harus dibayar oleh PT ABC.

          Jumlah PPh yang terutang berdasarkan tarif

          PPh Pasal 17 b sebesar



Rp2.000.000.000,00

         Jumlah Kredit Pajak yangdiperkenankan
Rp1.000.000.000,00
         PPh yang harus dibayar (PPh Pasal 29) .......   .Rp1.000.000.000,00

1. Batas kredit ditentukan menurut undang-undang
2. Besarnya kredit pajak tidak boleh melebihi jumlah batas kredit pajak Pengga​bungan Penghasilan Wajib pajak menggabungkan (menjumlahkan) peng​hasil​an yang diterima atau diperoleh di luar negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh didalam negeri, guna menentukan jumlah pajak peng​hasilan yang terutang pada tahun pajak berdasarkan tarif normal (pasal 17). Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan ketentuan berikut :

· Untuk penghasilan dari usaha dilakukan penggabungan dengan penghasilan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut

· Untuk penghasilan lainnya dilakukan penggabungan dengan penghasilan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.

· Untuk penghasilan berupa dividen, dilakukan penggabungan dengan peng​hasilan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Indonesia menganut kredit pajak dengan metode ordinary credit. Kredit pajak luar negeri lebih lanjut diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 164/​KMK.03/​2002. Pajak penghasilan luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata ke​mudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut UU ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan.

Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa Negara, maka penghi​tungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing Negara. Kredit pajak dihi​tung dengan perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap Penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas Penghasilan kena pajak, paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas Penghasilan Kena pajak dalam hal Penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Indonesia  sebagai Negara berdaulat memiliki hak untuk membuat ketentuan tentang perpajakan. Fungsi dari pajak yang ditarik oleh pemerintah ini utamanya adalah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur perilaku warga Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.

Penghasilan BUT Penghasilan yang menjadi objek pajak bagi BUT, sebagaimana di dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh, terdiri dari tiga jenis yaitu ;

a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.

b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pem​berian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia

c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan BUT yang pertama adalah penghasilan sebenarnya BUT dari harta yang dimiliki atau dikuasainya di Inonesia. Penghasilan yang kedua merupakan penerapan force of attraction rule di mana walaupun penghasilan ini adalah peng​hasilan kantor pusat BUT di luar negeri, tetapi karena berasal dari penjualan atau pem​berian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan BUT, maka penghasilan ini ditarik sebagai penghasilan BUT nya di Indonesia.
Penghasilan yang ketiga merupakan penerapan atribusi karena hubungan efektif di mana jika kantor pusat BUT menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga, dividend dan royalty dari suatu perusahaan di Indonesia dan perusahaan ini mempunya hubungan efektif dengan BUT, maka penghasilan ini akan diatribusi juga kepada BUT di Inonesia. Tidak ada definisi kelas tentang hubungan efektif ini namun demikian, hubungan yang efektif ini bisa digambarkan sebagai hubungan ketergantungan atau hubungan yang saling menguntungkan antara BUT dan perusahaan yang memberikan dividen, bunga atau royalty kepada kantor pusat BUT. Biaya BUT
Selain tunduk kepada ketentuan umum tentang pengurang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh, biaya bagi BUT juga diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PPh, biaya-biaya yang terkait dengan pene​rapan force of attraction rule dan atribusi hubungan efektif dapat dibiayakan oleh BUT. Sementara itu berdasarkan Pasal 5 ayat (3) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Witholding Tax PPh Pasal 26

Penghasilan yang diterima atau diperoleh SPLN yang tanpa melalui BUT di Indonesia merupakan objek pemotongan PPh Pasal 26. Dilihat dari cara pemo​tongannya, jenis penghasilan yang menjadi objek withholding tax PPh Pasal 26 ini adalah :

a. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari bruto. Penghasilan yang termasuk ke​lom​pok ini adalah dividen, bunga, sewa, royalty, imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, uang pension, premi swap dan keuntungan pem​bebasan utang.

b. Penghasilan Dengan Tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto. Termasuk dalam kelompok ini adalah capital gain atas penjualan atau pengalihan harta di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Termasuk dalam kelompok ini adalah penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) UU PPh.

c. Penghasilan Branch Profit Tax dari BUT. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia Prinsip Worlwide IncomePrinsip worldwide income pada UU PPh biss kita temui pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh di mana ditegaskan bahwa penghasilan yang menjadi objek PPh ini bisa berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia. Kata-kata “dari luar Indonesia” inilah yang menjadikan prinsip pengenaan PPh kepada SPDN menjadi berdimensi internasional.

Kredit Pajak Luar Negeri PPh Pasal 24Terkait dengan prinsip worldwide income di atas, SPDN yang memperoleh penghasilan dari luar negeri akan dikenakan PPh di Indonesia. Negara tempat sumber penghasilan di atas juga kemungkinan besar akan mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya. Dengan demikian, besar kemungkinan akan terjadi pengenaan pajak berganda di mana dua yurisdiksi perpajakan yang berbeda mengenakan pajak kepada penghasilan yang sama yang diperoleh subjek pajak yang sama.

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda ini, UU PPh secara unilateral memberikan solusi dengan adanya Pasal 24 UU PPh. Pasal ini mengatur bahwa atas pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak dalam negeri.Namun demikian, besarnya pajak yang bisa dikreditkan dibatasi tidak boleh melebihi penghitungan pajak terutang berdasarkan UU PPh. Dalam menghitung besarnya maksmum kredit pajak PPh Pasal 24 ini, UU PPh menerapkan metode pembatasan tiap negara (per country limitation). Untuk itu maka penentuan Negara sumber penghasilan menjadi penting. Masalah ini diatur dalam Pasal 24 ayat (3) UU PPh di mana penentuan Negara sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.

d.  penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.

e.  penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.

h.  keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Dengan tujuan untuk menghilangkan pengenaan pajak berganda internasional dan juga untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance), diperlukan suatu perjanjian perpajakan dengan Negara lain. Undang-undang PPh, telah memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan Negara lain. Dalam penjelasan Pasal 32A UU PPh yang mengatur hal ini dijelaskan bahwa perjanjian perpajakan berlaku sebagai perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-spesialis). Dengan demikian, ketentuan dalam UU Pajak Penghasilan tidak berlaku jika di dalam perjanjian perpajakan diatur lain.

5. Landasan Dasar Hukum UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 24

	(1) 
	Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan ter​hadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.

	(2) 
	Besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini.

	(3) 
	Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber peng​hasilan ditentukan sebagai berikut:

a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari peng​alihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau ber​tempat kedudukan;

b. penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan peng​gu​naan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;

c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;

d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;

e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam per​usahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;

g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan

h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

	(4)
	Penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut.

	(5)
	Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata ke​mudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut Undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun peng​urang​an atau pengembalian itu dilakukan.

	(6)
	Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Ketentuan Pelaksana PPh Pasal 24 sebagai Kredit Pajak Luar Negeri
1.      PPh atas seluruh penghasilan

2.      Penggabungan penghasilan

3.      Kerugian

4.      PPh Pasal 24 dapat dikreditkan, terhadap PPh yang terutang di Indonesia

5.      Jumlah kredit pajak

6.      Jumlah tertentu

7.      Kredit pajak untuk masing-masing negara

8.      PKP tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final

9.      Jumlah pajak yang dibayar di LN melebihi yang diperkenankan

10.  Permohonan kredit pajak luar negeri

11.  Perpanjangan jangka waktu penyampaian lampiran permohonan

12.  Perubahan penghasilan dari LN dengan pembetulan SPT

13.  Pembetulan SPT kurang bayar tidak dikenakan sanksi bunga

14.  Pembetulan SPT lebih bayar kompensasi dengan utang pajak

6. Tata Cara Pengkreditan Pajak Luar Negeri
Berdasarkan Lampiran 1 keputusan Menteri Keuangan Nomor: 164/KMK.03/​2002 Tentang Kredit Pajak, tata cara pengkreditan pajak luar negeri diatur sebagai berikut:

UU PPh menentukan bahwa WP dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh peng​hasilan dimanapun penghasilan tersebut diterima atau diperoleh, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU PPh, pajak yang dibayar atau yang ter​utang di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia, tetapi tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPh. metode kredit pajak yang demikian disebut metode pengkreditan terbatas (Ordinary Credit Method). Tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri:

a. Penggabungan seluruh penghasilan

b. Kerugian tidak dapat dikompensasikan

c. Batas maksimum kredit pajak luar negeri

d. Penghasilan luar negeri bersumber dari beberapa negara, sebagaimana telah dicontohkan pada perhitungan PPh Pasal 24 di atas.
E. Pajak Penghasilan Pasal 25
Ketentuan pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang peng​hitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.

Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

a. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh pasal 25)

b. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21, 22, 23 dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh 1
Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan  PPh 2011 Rp30.000.000,00

Pada tahun 2011, telah dibayar  dan dipotong atau dipungut:

1. PPh Pasal 21
Rp   8.000.000,00

2. PPh Pasal 22
Rp   2.000.000,00

3. PPh Pasal 23
Rp   2.000.000,00

4. PPh Pasal 24
Rp 12.000.000,00


Rp 24.000.000,00

Kurang bayar (pasal 29) tahun 2011
Rp   6.000.000,00

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun 2012 adalah:

PPh yang terutang tahun 2012
Rp 30.000.000,00

Pengurangan:

1. PPh Pasal 21
Rp  8.000.000,00

2. PPh Pasal 22
Rp  2.000.000,00

3. PPh Pasal 23 
Rp  2.000.000,00



Rp 12.000.000,00

Dasar perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2012
Rp 18.000.000,00

Besarnya PPh Pasal 25 per bulan:


Rp 18.000.000,00/12 = Rp  1.500.000,00

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan Pada tahun 2012 sebesar Rp 1.500.000,00.

1. Beberapa Masalah/Kasus Untuk Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh 1
Tuan Dias menyampaikan SPT Tahunan PPh 2011 pada bulan Maret 2012. Angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Desember 2011 adalah Rp1.500.000,00. Maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah Rp1.500.000,00.

Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh Pasal 25 pada bulan Januari dan Februari 2012 masing-masing adalah Rp1.500.000,00.
           Apabila dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Contoh 2
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2001 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2002, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 1.250.000,00. Dalam bulan Juni 2002 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak tahun pajak 2001 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,00. Berdasarkan keten​tuan yang berlaku, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2002 adalah se​besar Rp 2.000.000,00. Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan Surat Kete​tapan Pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dan angsuran pajak sebe​lum​nya berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2. Hal-hal Tertentu Untuk Penghiungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25
Direktur Jendral Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya ang​suran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apa​bila:

a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.

b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.

c. SPT Tahunan  PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.

d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.

e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan ang​suran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.

f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak. 

Contoh 3

Penghasilan PT Dira tahun 2011 adalah sebesar Rp150.000.000,00. Sisa kerugian Tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar Rp 200.000.000,00. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2011 sebesar Rp 50.000.000,00.



Pada tahun 2011 PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar Rp 3.250.000,00, dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri.

Penghitungan PPh Pasal 25 tahun 2012:

Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Rp 150.000.000,00 – Rp 50.000.000,00 = Rp 100.000.000,00.

PPh terutang


25% x Rp 50.000.000,00 =
Rp12.500.000,00
Contoh 4 


Pada tahun 2012, Abas memperoleh penghasilan teratur sebesar Rp12.000.​000,​00. Penghasilan tidak teratur Abas sejak tahun 2012 adalah sebesar Rp8.000.​000,00.


Penghasilan yang dipakai sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada tahun 2012 Abas adalah hanya dari penghasilan teratur saja sebesar Rp 12.000.000,00. 

Contoh 5

PT Luwes yang bergerak dibidang Konveksi dalam tahun 2012 membayar ang​suran bulanan sebesar Rp 18.000.000,00. Pada bulan Juli 2012 pabrik milik PT Luwes terbakar. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus 2012 dapat disesuaikan menjadi lebih kecil dari pada Rp 18.000.000,00.

Contoh 6

PT Trendy yang bergerak dibidang konveksi dalam tahun 2012 membayar angsuran bulanan sebesar Rp18.000.000,00. Mulai bulan Mei 2012 PT Trendy mengalami peningkatan penjualan yang sangat besar dan diperkirakan PKP-nya  akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai bulan Agustus 2012  dapat disesuaikan menjadi lebih besar dari pada Rp 18.000.000,00.

3.   Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP Tertentu Lainnya


Sasuai pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP baru, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK/.04/2000 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan  No. 84/KMK/03/2002, besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasarkan jumlah pajakyang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), adalah sebesar jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).



Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) yang merupakan WP baru,maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.



Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk kendaraan bermotor dan restoran. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali Wajib Pajak Bank dan Wajib Pajak Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 sera Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas). Apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.



Apabila ada sisa kerugian yang masiih dapat dikompensasikan, maka dasar penghitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut RKAP setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut. 

4.   Kasus (1) PPh 24 – 25


Seorang wp perorangan mempunyai usaha perdagangan, dengan penghasilan bruto selama tahun 2011 Rp750.000.000,00 beliau mempunyai isteri dgn 5 orang anak.  Selama tahun 2011 tersebut telah dilakukan kredit pajak melalui PPh 21 Rp 4.600.000, melalui PPh 22 Rp10.000.000,00 melalui PPh 23 Rp13.000.000,00 me​la​lui PPh 25 yang dibayar sendiri Rp24.000.000,00 berdasarkan data di atas tentukan:

a. PKP tahun 2011.

b. PPh yang terutang seluruhnya tahun 2011
c. PPh yang kurang bayar (PPh psl 29)/lebih bayar (PPh pasal 28a)

d. Angsuran PPh 25/bulan selama tahun 2012 
5. Kasus  (2)


Sorang wp pak Joko pada tanggal 1 Jan 2011 bujangan, tanggal 30 Nov 2011 menikah dengan Lailatul Kadar  tgl 31 Desesember 2012 istrinya melahirkan kembar 4.  pak Joko ada​lah karyawan Bank di Samarinda dan juga mengelola be​be​rapa usaha dan istrinya juga mengelola beberapa usaha sbb.
Penghasilan Suami (Joko)
a. Penghasilan dari sebagai Karyawan Bank Gapok = Rp 3.000.000/bulan, tunj jabatan Rp500.000/bulan, tunjangan kesehatan Rp300.000/bulan. Beliau mem​bayar iuran pensiun dan THT masing-masing Rp30.000 dan 20.000/bulan.

b. Penghasilan dari usaha moulding perbulan Rp20.000.000,00 dengan % per​kiraan penghasilan netto 30%.

c. Pengh dari usaha Warnet perbulan Rp 40.000.000,00 dengan % perkiraan peng​​hasilan netto 45%

Penghasilan Istri (Lailatul Kadar)
1) Penghasilan dari usaha salon kecantikan pebln Rp12.000.000,00 dengan % per​kiraan penghasilan netto 57%.

2) Penghasilan dari Warung perbln Rp17.000.000,00 dengan % perkiraan peng​hasilan netto 35%.


Selama tahun 2011 tersebut dilakukan pembayaran pajak melalui PPh 21 (hitung sendiri), melalui PPh 23 Rp 25.000.000, melalui PPh 25 Rp 72.000.000.

Pertanyaannya:

a. Tentukan PPh 21 yang harus dibayar suami ditahun 2011.

b. Tentukan Penghasilan netto seluruhnya tahun 2011
c. Tentukan PKP tahun 2011.

d. Tentukan PPh yang terutang seluruhnya tahun 2011
e. Tentukan PPh yang kurang bayar (PPh 29)/lebih bayar (PPh 28a) tahun 2011
f. Tentukan angsuran PPh psl 25/bulan selama tahun 2012
PPh Pasal 22 Usaha Tertentu





PPh Pasal 22 Import





PPh Pasal 22 Bendaharawan





Badan Usaha yang ditunjuk Dirjen pajak





Bank Devisa, Dirjen Bea Cukai





Dirjen anggaran, Bendaharawan, BUMN dan BUMD





x Rp2.000.000.000,-









